
 

 

 

GUBERNUR MALUKU 
 

PERATURAN GUBERNUR MALUKU 

NOMOR 46 TAHUN 2022 
 

TENTANG 
PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR MALUKU, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi 

dan nepotisme, perlu suatu kondisi yang bebas dari 

benturan kepentingan; 

b. bahwa kondisi benturan kepentingan masih terjadi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan 

Pemerintahan Provinsi Maluku, untuk itu perlu 

penyusunan pedoman umum penanganan benturan 

kepentingan; 

c. bahwa  untuk memberikan arah, landasan dan kepastian 

hukum bagi penyelenggara pemerintahan daerah dalam 

melaksanakan tugas perlu pengaturan tentang pedoman 

umum penanganan benturan kepentingan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Penanganan 

Benturan Kepentingan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 

79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1617); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari  

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara  

Republik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 



30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia  Nomor  4250); 

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  (Lembaran Negara 

Republik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana  

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun  

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor  4250); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

7. Peraturan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang  

Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan  

(Berita  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2013  Nomor 

65); 

 

MEMUTUSKAN :  

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM 

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Maluku. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 



3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.   

4. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana 

penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki 

kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan 

wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas 

keputusan dan/atau tindakannya.  

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah.  

6. Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum 

untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara.  

7. Kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama secara 

melawan hukum antar Pejabat/Pegawai dan antar 

Pejabat/Pegawai dan orang lain atau suatu korporasi yang 

dapat merugikan keuangan negara/Provinsi atau 

perekonomian negara/Provinsi.  

8. Nepotisme adalah setiap perbuatan Pejabat/Pegawai 

secara melawan hukum yang menguntungkan 

kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas 

kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.  

9. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni 

meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman 

tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, 

perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas 

lainnya. 

 

Pasal 2 

 

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur  ini adalah : 

a. menyediakan kerangka acuan bagi instansi pemerintah 

untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan 

kepentingan; 

b. menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat 

mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi 

benturan kepentingan secara transparan dan efisien 

tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan; 

c. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan 

kerugian negara; 

d. menegakkan integritas; dan 

e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 

 



 

BAB II 

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN 

Pasal 3 

(1)   Gubernur menyusun Pedoman umum Penanganan 

Benturan Kepentingan. 

(2)   Ketentuan mengenai pedoman umum penanganan 

Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

BAB III 

  PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 3 

(1)   Gubernur melalui Perangkat Daerah terkait melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap penanganan 

Benturan Kepentingan. 

(2)   Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi pendampingan, sosialisasi dan bimbingan 

teknis. 

(3)   Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 4 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. 

 
      Ditetapkan di Ambon 

      pada tanggal 11 November 2022 
 

GUBERNUR  MALUKU, 

 
 

 
Ttd 

MURAD ISMAIL 

                   

Diundangkan di Ambon 
pada tanggal 11 November 2022 

 
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH MALUKU, 
 

 
      Ttd 
SADALI IE 

 
 

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2022 NOMOR 263. 

 


